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PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
NOMOR RP- M1EeN 3G Tanun 2e2y
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun
2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengawasan Intern, Inspektorat Jenderal menyusun
pedoman dalam rangka pelaksanaan pengawasan;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Audit
Dengan Tujuan Tertentu diperlukan Pedoman
Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu di

Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan
Tertentu di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indoenesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana
telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
106);

3.  Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 33);

4. Peraturan ...




Menetapkan
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4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 618) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun
2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor
699);

S. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

6. Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan
Nomor KP-ITJEN 95 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Organisasi, Tata Kerja, dan Kegiatan
Inspektorat Jenderal;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN INSPEKTUR  JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT
DENGAN TUJUAN TERTENTU DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Pasal 1
Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan
Tertentu Inspektorat Jenderal sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Inspektur Jenderal ini.

Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu
Inspektorat Jenderal sebagaimana dimaksud pada Pasal 1
merupakan acuan dalam melaksanakan Audit Dengan Tujuan
Tertentu di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 3
Pedoman Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu
Inspektorat Jenderal meliputi:
a. Pengelolaan Audit; dan
b. Tahapan Audit.

Pasal 4

Daftar Lampiran Formulir Audit Dengan Tujuan Tertentu,

terdiri atas:

a. Kerangka Laporan Hasil Verifikasi Kasus;

b. Kerangka Laporan Hasil Reviu Kasus;

c. Kerangka Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu
Berbentuk Bab;

d. Kerangka Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu
Berbentuk Surat;

€.  Kerangka Laporan Hasil Audit Investigasi Berbentuk Bab;

dan
f. Format Matriks Identifikasi dan Penilaian Risiko
Kecurangan/ Fraud.

Pasal 5 ...




Dengan berlakunya Peraturan

Pasal 5
ini,

Keputusan

Inspektur

Jenderal Nomor SK.75/PS.302/ITJEN-2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Audit pada Inspektorat Investigasi, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2g wel Zozy
INSPEKTUR JENDERAL,
ARIF TOHA
NO PROSES NAMA JABATAN TGL PARAF
1 Dikonsep | Tetria Yunik D. Pamungkas | Auditor Ahli Muda &/M% 3]_
2 | Diperbaiki | Darma Sanjaya Analis Hukum Ahli Muda 00\510‘ E
3 | Diperiksa | Ruri Martini Dewi Korwas II IT. Investigasi %‘i k
4 | Diperiksa | Mogot Bukara Kepala Bagian PHPHH b/g/u ﬁ‘
5 Disetujui | Wasis Danardono Inspektur Investigasi ‘72‘.01 S
6 Disetujui | Joko Murdyono Sekretaris Inspektorat Jenderal 2.&_1 ?



Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Inspektur
Jenderal Nomor SK.75/PS.302/ITJEN-2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Audit pada Inspektorat Investigasi, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Mei w0y

INSPEKTUR JENDERAL,

-

ARIF TOHA
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LAMPIRAN
PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NOMOR KP- VUIEN 24 Tonun 2oy
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT
DENGAN TUJUAN TERTENTU

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

PEDOMAN PELAKSANAAN AUDIT DENGAN TUJUAN TERTENTU

BAB 1
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan,
Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian
Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Perhubungan. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas
menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Perhubungan.

2. Inspektorat Jenderal merupakan lini penting dalam upaya
menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, dengan karakter
integritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme serta berdedikasi mampu menciptakan dan
mengimplementasikan pelayanan publik dengan memegang teguh
nilai-nilai good governance dan kode etik auditor.

3. Peran penjaminan kualitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintah, diselenggarakan oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP), salah satunya dengan Audit Dengan Tujuan
Tertentu (ADTT). Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit
kinerja terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan
organisasi atau Auditi, atau masalah yang bersifat khas.

4. Sehubungan dengan hal-hal diatas tersebut, dipandang perlu adanya
suatu Pedoman Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) di
lingkungan Inspektorat Jenderal yang menyeluruh dan terintegrasi.



B.

&

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud pedoman pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT)
adalah memberikan acuan bagi auditor di lingkungan Inspektorat
Jenderal agar memiliki persepsi dan langkah kerja yang sama dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penugasan yang
telah diatur dalam ketentuan kebijakan pengawasan Inspektorat
Jenderal termasuk didalamnya penyusunan laporan dan pemantauan
tindak lanjut.

2. Pedoman Pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) pada
Inspektorat Jenderal bertujuan untuk:

a. menjamin pencapaian tujuan pengawasan intern sesuai tugas
dan fungsi Inspektorat Jenderal,;

b. mewujudkan pengawasan intern yang berintegritas, objektif,
kompeten, profesional dan akuntabel serta memegang teguh
prinsip kerahasiaan;

c. menjelaskan sistematika dan proses pelaksanaan Audit Dengan
Tujuan Tertentu yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal;
dan

d. memberikan manfaat bagi pimpinan dalam mengambil
keputusan dan penetapan kebijakan.

DEFINISI
Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Audit Dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disebut ADTT adalah
audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan
dan audit kinerja terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian
pimpinan organisasi atau Auditi, atau masalah yang bersifat khas;

2. ADTT Terprogram merupakan ADTT yang kegiatannya sudah dapat
dipastikan waktu pelaksanaannya, diusulkan secara resmi oleh
Inspektur Investigasi dan tercantum dalam rencana program Kkerja
pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal berdasarkan isu strategis
yang menjadi perhatian pimpinan dan/atau analisis auditor terhadap
identifikasi dan penilaian risiko kecurangan/fraud yang informasinya
diperoleh dari sumber terbuka.

3. ADTT Tidak Terprogram merupakan ADTT yang belum dapat
dipastikan waktu pelaksanannya dan dilaksanakan berdasarkan
perintah Pimpinan, dalam rangka penanganan pengaduan, dan yang
bersifat investigatif.

4. ADTT Atas Perintah Pimpinan merupakan ADTT yang dilaksanakan
berdasarkan atas perintah Pimpinan yang disampaikan secara lisan
atau tertulis, dituangkan dalam disposisi oleh Pimpinan Tinggi Madya
atau Pratama di lingkungan Inspektorat Jenderal sebelum diteruskan
ke tahap reviu kasus (hanya tahap Survei Pendahuluan).



10).

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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ADTT atas Pengaduan merupakan ADTT yang bersumber dari laporan
masyarakat, pegawai, whistleblower dan/atau pelimpahan dari
Instansi lain yang ditujukan kepada Inspektorat
Jenderal/Kementerian Perhubungan.

ADTT Bukan Pengaduan merupakan ADTT yang bersumber dari suatu
keadaan tertentu di luar adanya pengaduan dan/atau laporan.

Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan,
mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti
secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk
mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang
indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya
sesuai peraturan yang berlaku;

Keadaan Tertentu adalah suatu kondisi dimana terjadi kegentingan
yang memaksa berkaitan dengan keamanan dan/atau keselamatan
yang mendorong adanya langkah penanganan secara cepat, cermat,
dan penuh kehati-hatian, disertai adanya perintah pimpinan yang
bersifat mendesak.

Audit investigasi merupakan proses lanjutan dari Audit sebelumnya
(Audit Kinerja atau ADTT) untuk mencari, menemukan,
mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti
secara sistematis dalam mengungkapkan fakta atau kejadian yang
sebenarnya dengan rekomendasi dilanjutkan dengan proses hukum
(di dalam maupun di luar pengadilan).

Informasi awal adalah peristiwa atau keadaan dari suatu perbuatan
yang dapat berupa pernyataan, atau keterangan lisan, atau
keterangan tertulis dan/atau bukti berupa dokumen yang dapat
memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah
terjadi pelanggaran;

Pelanggaran adalah setiap perbuatan yang tidak berkesesuaian
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pelapor adalah pihak yang menyampaikan pengaduan yang berasal
dari masyarakat dan/atau pegawai internal (whistleblower);

Terlapor adalah pihak pegawai Instansi di lingkungan Kementerian
Perhubungan yang dilaporkan oleh Pelapor;

Pengaduan adalah informasi awal dan/atau pelanggaran yang
disampaikan Pelapor yang dapat berbentuk pengaduan tertulis atau
pengaduan elektronik termasuk surat yang bersifat tembusan dari
Instansi lainnya;

Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur
dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan
timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya atau cara-cara
lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;
Verifikasi adalah tahap awal penanganan pengaduan dengan kriteria
sekurang-kurangnya meliputi komponen tempat kejadian (where),
waktu kejadian (when) dan peristiwa/materi kejadian (what);
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dan/atau

17. Reviu kasus adalah penelaahan ulang bukti-bukti
pengumpulan data dan informasi terhadap suatu kasus yang
diperoleh dari sumber penugasan dan/atau hasil verifikasi bahwa
kasus tersebut telah menyimpang dari ketentuan, standar, rencana

atau norma yang telah ditetapkan;

18. Pimpinan adalah Menteri Perhubungan dan/atau Inspektur Jenderal

Kementerian Perhubungan.

STANDAR AUDIT

Standar ADTT mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia

yang berlaku.
SISTEMATIKA PEDOMAN

Pedoman ini terdiri atas 3 (tiga) BAB, yaitu:
BAB I Pendahuluan

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Definisi

Standar Audit

Sistematika Pedoman
engelolaan ADTT

TEUOW >

BAB II

BoOow>

Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Kegiatan ADTT

Teknik Audit, Bukti Audit, dan Teknik Sampling
Identifikasi dan Penilaian Risiko Kecurangan/Fraud
Identifikasi dan Penilaian Risiko Penyimpangan

BAB III Tahapan Proses ADTT

A.

Tahapan Audit

1. Pra Perencanaan;
. Perencanaan;

. Pelaksanaan;

. Pelaporan;

. Tindak Lanjut.

DTT Terprogram

. Pra Perencanaan;

. Perencanaan;

. Pelaksanaan;

. Pelaporan;

. Tindak Lanjut.

ADTT Tidak Terprogram

1. ADTT Berdasarkan atas Pengaduan
2.  ADTT Bukan Pengaduan

2
3
4
S
A
1
2
3
4
S

ANAK LAMPIRAN
Memuat standar format dokumen.



A.

B.
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BAB II
PENGELOLAAN ADTT

TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL

1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan,

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian

Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Perhubungan.

Inspektorat  Jenderal = mempunyai tugas menyelenggarakan

pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Perhubungan;

b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Menteri Perhubungan;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan
Kementerian Perhubungan;

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Perhubungan.

=

KEGIATAN ADTT

i

ADTT terdiri atas:

a. ADTT Terprogram,;

b. ADTT Tidak Terprogram.
1) ADTT berdasarkan atas pengaduan;
2) ADTT bukan pengaduan;

Pelaksanaan ADTT diselenggarakan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Pelaksanaan ADTT dilakukan oleh Inspektorat Investigasi;

b. Dalam keadaan tertentu, ADTT dapat dilaksanakan oleh
Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, dan Inspektorat IV
berdasarkan perintah Inspektur Jenderal.



